KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR : S03/11/Pand/KPFT
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang

Mengingal

b

SPS PAUD PANDHU
BUPATI KLUNGKUNG,

bahwe berdasarkan sarsn/pertimbangen dan Rekomendasi Tim
Tekmis dan Koordimasi Pelaksama Pelayaman Pertjinan Terpadu
Kabupaten Klungkung dapst menerima/diterbitkan [jin Pendirian
Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini SPS PAUD PANDHU ates
permohonan Ni Kadek Candrawnti bertindak untuk dan atas noma
pengelols dengan  alammt Dusun  Dukuh, Desa  Nyalian,
Kecamatan Baninrangkan, Kabupaten Khunghung.

bahwa samn/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Tekmis
sehagnimana dimaksed huruf o, maks pertu ditetnphon Kepunisan
Bupati Klungkung tentang ljin SPS PAUD PANDHU.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 lemang Pembentukan
Daernh-drersh Tingkat |1 dalam Wilsyah Deerah-deersh Tingkst |
Bali, Nuza Tenggam Barat dan Nuss Tenggara Timur ( Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 1958 Nomor 122, Tembabum
Lembarnn Negam Republik Indonesia Nomor 1655 ),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301.3;

Undang-Undang Nomor 10 Talum 2004 tentang Pembentokan
Persturan  Perundang-undangan | Lembamn Negam Republik
Indonesin Tahun 2004 Nomor 33, Tambshan Lembaran Negnm
Republik Indonesia Nomor 4389 |

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2004
Nemor 125, Tambahan Lembaran Nepsm Republik Indonesia
Nomor 4437 ) schagmimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  tentung
Perubohan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintuhan Dsersh { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomor 4844



10.

i1,

13.

14.

Peratutan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidiken
Menengsh { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 37 Tambahan Lembaran Negma Republik  Indonesia
Nomor 3413 ) schagaimana tefah dinbnh dengen Permturan
P'emerintnh Nomor 56 Tohun 1998 ( Lembarm Megam Republik
Indonesin Tohun 1998 Nomor 91 Tambehin Lembarmn Negars
Republik Indonecsin Nomor 3764 );

Pernturnn  Pemerinizh Nomor 38 Tohm 1992 temimmg  Tenaga
Kependidikan {( Lembarun Negam Republik Indonesia Tabun
1992 NMomor 68 Tombahan Lembaran Negara Nomor 3484 )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintsh Nomor
39 Tahun 2000 Tentsng Perubahan Ates Pernturnn Pemerintah

Nomor 38 Tamm 1992 Tenmtang Tenagn Rependidikan
{ Lemburan Negara Republik Indonesin Tobun 2000 Nomor 91);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta
Masyarnkat dalom Pendidikan MNasional [ Lembamn MNegnm
Republik Indoncsia Tehun 1992 Nomor 691, Tambahan
Lembarmn Negam Republik Indonesin Nomor 3485 §;

Peraturan  Pemerininh  Nomor 25 Tohum 2000 temiang
Kewenangan Pemerintoh dan  Kewenangmn Propinsi  schagai
Daerah Ortonom ( Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun
2000 MNomor 34, ( Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomot 94, Tambahan Lembaran Negnm Republik
Indonesia Nomaor J460-);

Permturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 temang Standar
Nasionnl Pendidikon ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambohan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44596 12

Pernturan Menteri Dalam Negen Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggnraan Pelaymnan Terpadu Sat Pintu;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun - 2007
teminng Standsr Pengelolann oleh Satuan Pendidikun Dnsar dan
Menengah:

Feraturan Menteri Dilum Negeri Nomor 0 Tabun 2004 enmng
Pedoman Organisasi dan Tata Kerin 1init Pelavanan Perijinan
Terpadu di Daerah;

Kepurosan Menteri Pendidikon Nasional Nomor ;o 060/U/2002
tentapg Pedoman Pendirian Sekolah;

Keputusan Bupati Klungkung Nomor 148 Tahun 2009 tentang
Pendelegasion’ Kewenangan Penandmanganan  Perifinan Atns
Nama Kepala Doerah Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu Kabupaten Khungkung;

. Keputusan Bupati Klungkuog Nomor 51 Tahun 2012, tentang

Pembentokan [mm lekms dan Koordinas: Pelaksana Pelayanan
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

h i ikan

MEMUTUSKAN :

Memberikan ljin Pendirian Sckolah Pendidikan Anak Usia Dim
Kepada :

NAMA t SPRPALID PANDMLI

ALAMAT PALD : Br. Dinas Dukuh, Desa Nyndian,
Kecamatan Banjarangkan,
Kahupaten Klungkung.

PENGELOLA PAUD 1 NiKadek Candrawati

Penanggungjawab Operssional SPS PAUD PANDHU wajib
menyampaikan laporan kegiatannya setiap 3 ( figa ) bulan kepada
Bupati Khungkung/Cq Kepala Dinas Pendidikon. Pemudna don Olah

Raga Kabupaten Klungkung.

Keputusan ini mulmi berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudinn hari temyatn terdapat ‘kikeliroan ' dalam penatapan
keputisun ini shun disdskean perimpounn kembali sebaymimans
mestinyn.
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1. Menteri Pendidikan Masional B di Jakart.

2. Dircktur Jender! Pembinann Pendidikon Dasar 9 Tahun di Jakarta,

3, Gubermur Bali di Denpasar.

4. Ketun DPRD. Propms: Bali di Denpasar.

3. Kepala Dinas Pendidikan Penmuda dan olah Raga Propinsi Bali di Denpasar,

6. Kepaln Dinas Pendidikan, Pemuds dan Olsh Rags Kabupaten Klungkang di Semampura,

7. Kahag Hukum, HAM
E. Arsip,

dan Orgnnisasi Setds Kabupaten Klungkung di Semampura.



